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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Ada dua hal dimana pertanggungjawaban polisi dapat dan atau tidak dapat 

dilakukan terhadap penggunaan kekuatan dan senjata api yakni pertama, bila dalam 

melakukan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana sudah sesuai Standar 

Operasional Prosedur (SOP) atau tepat sasaran, ada saksi dan terdapat barang bukti yang 

memungkinkan barang tersebut akan dipakai untuk melakukan perlawanan, maka polisi 

berhak melakukan tembak ditempat atas inisiatifnya sendiri dan sesuai dengan prinsip 

penggunaan senjata api yang terdapat dalam Peraturan Kapolri maka 

pertanggungjawaban polisi terhadap pelaku tindak pidana sebatas memberikan 

laporan/informasi secara terperinci kepada keluarga pelaku bahwa pada saat penangkapan 

tersebut pelaku melakukan perlawanan dan merawat pelaku yang terkena tembakan 

tersebut ke rumah sakit. Bila dalam melakukan tembak ditempat terhadap pelaku tindak 

pidana tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedurnya maka polisi yang 

melakukan tembak ditempat tersebut akan dimintakan pertanggungjawabannya secara 

individual secara kode etik atau dilakukan sidang kedisiplinan dan bersamaan dengan itu 

terdapat sidang pidana juga. Dalam sidang pidana, polisi tersebut akan dijatuhkan sanksi 

berupa penjara dan dalam sidang kedisiplinan akan dijatuhkan sanksi yang dapat berupa 

pemberhentian secara hormat , pemberhentian secara tidak hormat atau pendidikan ulang 

profesi. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka anggota kepolisian dituntut untuk lebih 

profesional dalam memakai atau menggunakan senjata api dalam tindakan diskresi nya 

dan memberikan pelatihan secara bertahap untuk menambah kemampuan masing masing 

anggota polisi agar dalam melakukan tembak ditempat sesuai dengan sasaran yang 

utamanya bersifat melumpuhkan bukan mematikan kecuali bila pelaku melakukan 

perlawanan. Lalu adanya penambahan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan 

senjata api oleh masing masing anggota polisi karena sifat penggunaan senjata api ini 

berupa diskresi, maka sangat sulit bagi pihak yang merasa dirugikan untuk meminta 

pertanggungjawaban kepada polisi tersebut karena penggunaan senjata api ini tidak selalu 

menunggu instruksi dari atasan tetapi bisa dengan inisiatif sendiri. Terakhir, harus ada 

tindakan tegas dari pimpinan kepolisian untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran 

pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya agar terciptanya factor trust atau 

kepercayaan kepada masyarakat yang pada saat ini sudah sedikit memudar karena 

berbagai kasus yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. 
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